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Gambar Sampul: Kebun karet milik masyarakat yang diluluhlantakkan oleh PT Agriprima Cipta Persada di Distrik 

Muting, Papua untuk dikembangkan menjadi kebun sawit. Tampak tanaman sawit yang masih berusia 1-2 tahun. 

Foto diambil pada titik koordinat SлтϲнпΩпуΦтпΩΩ EмплϲорΩроΦумΩΩtanggal 29 Juni 2022 ©Eyes on the Forest 2022. 
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RINGKASAN EKSEKUTIF  

Pemerintah Indonesia mencabut 192 izin di sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektar karena 

perusahaan pemegang izin tidak aktif beroperasi, tidak membuat rencana kerja, dan menelantarkan 

lahan.  Presiden Joko Widodo mengumumkan pencabutan izin ini di awal 2022 yang tercantum melalui 

Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 5 Januari 2022 dengan nomor 

SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022. Pemerintah juga mencabut Hak Guna Usaha (HGU) 

perkebunan yang ditelantarkan seluas 34,448 hektare, serta 2.078 izin perusahaan pertambangan 

mineral dan batu bara (minerba) karena mereka tidak pernah menyampaikan rencana kerja.  

Disisi lain pemerintah menjelaskan tujuan pencabutan ini adalah untuk terus memperbaiki tata kelola 

sumber daya alam agar ada pemerataan, transparan dan adil, untuk mengoreksi ketimpangan, 

ketidakadilan, dan kerusakan alam, demikian menurut Pemerintah RI. Selain izin operasi dicabut, 

sejumlah perusahaan saat ini juga sedang dievaluasi izinnya oleh pemerintah.  

Koalisi Eyes on the Forest menyikapi kebijakan Pemerintah ini dengan melakukan pemutakhiran 

informasi faktual di lapangan berbasis analisa spatial oleh tim sistem informasi geografis (GIS). 

Pengecekan lapangan akan membantu dalam memberikan Rekomendasi kepada Pemerintah dan 

memberikan informasi kepada publik terkait kondisi terkini lahan-lahan izin yang dicabut dan 

dievaluasi. Secara acak (random), EoF memilih beberapa lokasi izin lahan yang dicabut di provinsi Riau, 

Kalimantan Barat dan Papua. Karena keterbatasan sumberdaya hanya beberapa konsesi yang bisa 

dipantau perkembangan terakhirnya.  

Keputusan Presiden (Kepres) No 1 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan lahan dan 

Penataan Investasi, yang terkait dengan kebijakan pencabutan izin menyatakan lahan yang dicabut 

pengelolaannya dapat diberikan kepada masyarakat, seperti dengan memberikan fasilitasi dan 

kemudahan perizinan berusaha bagi badan usaha milik desa/daerah, organisasi/kelompok 

masyarakat, usaha kecil menengah di daerah, serta koperasi untuk mendapatkan peruntukan lahan. 

 

Tentunya menjadi pertanyaan, selain diberikan kepada masyarakat, akan diapakan lahan-lahan yang 

dicabut yang memiliki karakteristik persoalan dan warisan yang berbeda di masing-masing tempat?  

Temuan oleh EoF dengan investigasi lapangan mendapatkan kondisi lahan yang memerlukan 

penanganan lebih lanjut, termasuk dengan melindungi nilai konservasi tinggi (NKT) ataupun menjaga 

potensi ekosistem hutan yang dimiliki lahan tersebut. Penyerahan lahan kepada pihak masyarakat 

tentu diharapkan tidak jatuh ke pihak-pihak yang tidak layak untuk mendapatkannya. 

 

EoF memiliki data terkait kinerja sejumlah perusahaan yang dicabut karena pernah diinvestigasi di 

masa silam dan melakukan pemutakhiran kondisi lapangan terkini dalam pemantauan sejak awal 

2022.  

Berikut ini tabel ringkasan temuan dan latarbelakang profil 16 perusahaan yang dicabut izinnya 

maupun dievaluasi --baik HTI dan HGU sawit--dilengkapi dengan usulan Rekomendasi oleh Eyes on the 

Forest kepada Pemerintah: 
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NO NO. SK NAMA KONSESI KONDISI TERDAHULU TEMUAN DAN 
REKOMENDASI EoF 

1 SK.70/Menhut-
II/2007 

PT BUKIT RAYA 
PELALAWAN 

Dicabut (2015-2021)  
 
Kondisi terdahulu: 
Perizinan bermasalah; 
karhutla 2015 
 
 
 

Kondisi terkini: 
Adanya sawit yang diduga 
merupakan milik 6 orang 
pemodal, dengan total 
penguasaan areal seluas 662 
hektar. 
 
Rekomendasi: 
Mendorong penyelesaian 
sawit dalam Kawasan Hutan  
 

2 69/Menhut-II/2007 PT MERBAU 
PELALAWAN 
LESTARI 

Dicabut (2022) 
 
Kondisi terdahulu: 
Izin bermasalah 
diterbitkan Bupati; 
melakukan penebangan 
hutan alam dan divonis 
MA membayar denda 
senilai Rp 16,2 triliun 
 

Kondisi terkini: 
Tidak ditemukan kegiatan 
apapun di sekitar areal lokasi  
 
Rekomendasi:  
Melakukan upaya restorasi 
atau pemulihan ekosistem 
pada tutupan hutan alam yang 
masih tersisa 
 

3 SK.378/Menhut-
II/2008 
 

PT SARI HIJAU 
MUTIARA 

Dicabut (2022) 
 
Kondisi terdahulu: 
Izin areal lahan seluas 
±20.000 hektar kepada 
perusahaan terletak di 
atas lahan perkebunan 
milik masyarakat, 
pemukiman masyarakat 
dan fasilitas publik; 
terlibat Karhutla 2015 
dan 2019 
 
 

Kondisi terkini: 
Adanya tanaman sawit seluas 
2.795 hektar yang diduga 
merupakan milik 17 orang 
pemodal, 6 diantaranya 
memiliki lahan di atas 100 
hektar. 
 
Rekomendasi: 
Mendorong penyelesaian 
sawit dalam Kawasan Hutan  
 
Melakukan upaya penataan 
Kawasan Hutan dengan 
memberikan akses kepada 
masyarakat yang bermukim di 
dalam konsesi dan masyarakat 
sekitarnya (Perhutanan Sosial, 
TORA, Perubahan dan 
Peruntukan Fungsi Kawasan 
Hutan) 
 
 
Melakukan upaya restorasi 
atau pemulihan ekosistem 
pada tutupan hutan alam yang 
masih tersisa 
 

4 603/KPTS-II/1991 
 

PT DARMALI JAYA 
LESTARI 

Dicabut (2022) 
 
Kondisi terdahulu: 
Konflik lahan, pemuka 
agama Desa Air Kulim 

Kondisi terkini: 
Terdapat kebun sawit milik 
Kelompok Tani Mengalo 
Makam Labora (1.319 ha) dan 
milik masyarakat (55 ha) 
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dikriminalisasi oleh 
perusahaan;  
Tumpangtindih dengan 
5400 ha di Blok Libo, 
hutan lindung habitat 
Gajah Sumatera 
 
 

dalam HGU PT Darmali Jaya 
Lestari.  
 
Rekomendasi: 
Melakukan upaya penataan 
Kawasan Hutan dengan 
memberikan akses kepada 
masyarakat yang bermukim di 
dalam konsesi dan masyarakat 
sekitarnya (Perhutanan Sosial, 
TORA, Perubahan dan 
Peruntukan Fungsi Kawasan 
Hutan) 
 

5 697/KPTS-II/1993 
 

PT DHARMA 
WUNGU GUNA 

Dicabut (2022) 
 
Kondisi terdahulu: 
Dugaan pencemaran 
lingkungan yang 
dilakukan oleh PKS PT 
Dharma Wungu Guna 
 
 

Kondisi terkini: 
Hampir tidak ada aktifitas 
perusahaan di 34 titik 
terpantau. Analisis citra 
Sentinel dan pemantauan di 
lapangan, lahan 1.462 hektar 
telah dikelola oleh 
masyarakat dan 2 pemodal 
 
Rekomendasi: 
Melakukan upaya restorasi 
atau pemulihan ekosistem 
pada tutupan hutan alam yang 
masih tersisa 
 

6 535/KPTS-II/1988 
 

PT DUTA PALMA 
NUSANTARA (I) 

Dievaluasi (2022) 
 
Kondisi terdahulu: 
Di kenegerian Siberakun, 
hutan adat, hutan 
pengembalaan warisan 
nenek moyang dan 
kampung mereka habis 
tak tersisa akibat 
dirampas oleh pihak 
perusahaan;  
Sawit PT Duta Palma 
Nusantara yang tidak 
memiliki izin HGU 
mencapai 504 hektar dan 
seluruhnya berada di  
Hutan Produksi (HP). 
 

Kondisi terkini: 
PT Duta Palma Nusantara II 
menanam sawit di luar HGU. 
Terdapat tanaman sawit dan 
karet yang dikelola oleh 
masyarakat di dalam HGU PT 
Duta Palma Nusantara II.  
 
Rekomendasi: 
Mendorong penyelesaian 
sawit dalam Kawasan Hutan  
 
Melakukan upaya penataan 
Kawasan Hutan dengan 
memberikan akses kepada 
masyarakat yang bermukim di 
dalam konsesi dan masyarakat 
sekitarnya (Perhutanan Sosial, 
TORA, Perubahan dan 
Peruntukan Fungsi Kawasan 
Hutan) 
 

7 806/KPTS-II/1993 
 

PT GANDAHERA 
HENDANA 

Dievaluasi (2022); 
 
Kondisi terdahulu: 
Pada 2019 PT Gandaerah 
Hendana 

Kondisi terkini: 
Berdasarkan analisis citra 
sentinel-2 2021 dan hasil 
pemantauan tim di lapangan, 
luas kebun PT Gandaerah 
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mengembangkan sawit 
2.971 hektar  dalam 
Kawasan Hutan, 583 
hektar diantaranya 
berada di dalam HGU, 
dan 2.388 hektar di luar 
HGU; PT Gandaerah 
Hendana divonis 
bersalah dengan dijerat 
sejumlah pasal tentang 
perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan 
hidup oleh PN Rengat. 
PT Gandaerah juga 
didenda 8 miliar rupiah 
dan dijerat pidana 
tambahan untuk 
memperbaiki areal bekas 
terbakar sebanyak 208 
miliar rupiah. PN 
Pekanbaru mengabulkan 
permohonan banding 
Gandahera dan 
membatalkan putusan 
PN Rengat sebelumnya. 
 

Hendana yakni 17.096 hektar. 
Sementara berdasarkan data 
BPN 2016, PT Gandaerah 
Hendana hanya memiliki izin 
HGU seluas 13.871 hektar. 
Sehingga tim 
mengindikasikan, terdapat 
perluasan lahan di luar HGU 
seluas 2.758 hektar. 
 
Rekomendasi: 
Mendorong penyelesaian 
sawit dalam Kawasan Hutan 

8 135/KPTS-II/1998 
 

PT JATIM JAYA 
PERKASA 

Dievaluasi (2022) 
 
Kondisi terdahulu: 
Terdeteksi titik panas 
dalam kurun waktu 2009 
hingga 2014. Data 
tersebut menunjukkan 
terjadi kebakaran 
berulang kali di lahan PT 
Jatim Jaya Perkasa. 
17 Juni 2016, PT Jatim 
Jaya Perkasa akhirnya 
Diputuskan Bersalah 
Atas Kebakaran Lahan Di 
Riau;  
Konflik terkait 
penyerobotan lahan 
antara PT Jatim Jaya 
Perkasa dengan 
masyarakat Padamaran 
telah berlangsung sejak 
2017 hingga kini.  
 

Kondisi terkini: 
PT Jatim Jaya Perkasa 
menanam sawit di dalam HGU 
dan di luar HGU mereka.  
 
Rekomendasi: 
Mendorong penyelesaian 
sawit dalam Kawasan Hutan 

9 88/KPTS-II/1998 
 

PT SIAK SERAYA Dievaluasi (2022) 
 
 

Kondisi terkini: 
Tidak ada aktifitas penanaman 
yang dilakukan oleh 
perusahaan. Terdapat sawit 
seluas 1.102 hektar yang 
diduga dikuasai oleh tiga 
orang pemodal, serta dua 
perusahaan lain yang izinnya 
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berada di dalam HGU PT siak 
Seraya, yaitu PT Rokan Mulya 
Sejati dan PT Umum 
 
Rekomendasi: 
Mendorong penyelesaian 
sawit dalam Kawasan Hutan 
 
 Melakukan upaya penataan 
Kawasan Hutan dengan 
memberikan akses kepada 
masyarakat yang bermukim di 
dalam konsesi dan masyarakat 
sekitarnya (Perhutanan Sosial, 
TORA, Perubahan dan 
Peruntukan Fungsi Kawasan 
Hutan) 
 
 

10 659/KPTS-II/1997 
 

PT TRISETIA 
USAHA MANDIRI 

Dievaluasi (2022) 
 
 

Kondisi terkini: 
Di dalam HGU PT Trisetia 
Usaha Mandiri terdapat 
Akasia yang diduga milik PT 
Arara Abadi dan sawit yang 
dikelola oleh beberapa 
pemodal dan koperasi. 
Beberapa lokasi juga telah 
digunakan untuk TORA.  
 
Rekomendasi: 
Mendorong penyelesaian 
sawit dalam Kawasan Hutan 
 
Melakukan upaya penataan 
Kawasan Hutan dengan 
memberikan akses kepada 
masyarakat yang bermukim di 
dalam konsesi dan masyarakat 
sekitarnya (Perhutanan Sosial, 
TORA, Perubahan dan 
Peruntukan Fungsi Kawasan 
Hutan) 
 

11 441/KPTS-II/1998 
 

PT UDAYANA 
LOHJINAWI 

Dievaluasi (2022) 
 
 

Kondisi terkini: 
Dari 2000 hektar HGU yang 
dimiliki PT Udayana Lohjinawi, 
seluas 1.127 hektar telah 
ditanami oleh sawit yang 
diperkirakan berumur 4-23 
tahun.  
 
Rekomendasi: 
Mendorong penyelesaian 
sawit dalam Kawasan Hutan  
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12 273/Kpts-II/1998 
tanggal 27 

 

PT RIMBA 
EQUATOR 
PERMAI 

Dicabut (2022) 
 
Kondisi terdahulu: 
Pada tahun 2002, Hak 
Pengusahaan Hutan 
Tanaman Industri 
(HPHTI) PT Rimba 
Equator Permai dicabut 
oleh Menteri Kehutanan 
karena berdasarkan 
penilaian Departemen 
Kehutanan, Hutan 
Tanaman Industri (HTI) 
REP dinyatakan tidak 
memiliki kelayakan 
teknis maupun finansial. 
Oleh karena itu REP 
diharuskan 
menghentikan semua 
kegiatan pengusahaan 
HTI. Namun Menteri 
Kehutanan gagal dalam 
banding tersebut 
sehingga Menteri 
kehutanan menetapkan 
untuk memberlakukan 
kembali keputusan 
tentang pemberian 
HPHTI kepada REP. 
 

Kondisi terkini: 
Ditemukan Kelapa Sawit milik 
masyarakat yang dikelola oleh 
KUD Manunggal Jaya dan 
terdapat tanaman sawit di 
dalam areal PT Rimba Ekuator 
Permai yang berumur sekitar 
yang diindikasikan milik CV 
BM.  
 
Rekomendasi:  
Mendorong penyelesaian 
sawit dalam Kawasan Hutan  
 
Melakukan upaya penataan 
Kawasan Hutan dengan 
memberikan akses kepada 
masyarakat yang bermukim di 
dalam konsesi dan masyarakat 
sekitarnya (Perhutanan Sosial, 
TORA, Perubahan dan 
Peruntukan Fungsi Kawasan 
Hutan) 
 

13 2/1/PKH/PMA/20
17 
 

PT AGRIPRIMA 
CIPTA PERSADA 

Dicabut (2022) 
 
Kondisi terdahulu: 
Sejak tahun 2013, PT 
Agriprima Cipta Persada 
telah memiliki konflik 
sosial dengan 
masyarakat adat sebagai 
pemilik ulayat.  

Kondisi terkini: 
Adanya pemukiman dan 
kebun karet masyarakat, 
tanaman sawit, kebun karet 
yang dibabat dan Pabrik 
Kelapa Sawit (PKS) di dalam 
areal HGU PT Agriprima Cipta 
Persada. 
 
Rekomendasi: 
Mendorong penyelesaian 
sawit dalam Kawasan Hutan  
 
Melakukan upaya penataan 
Kawasan Hutan dengan 
memberikan akses kepada 
masyarakat yang bermukim di 
dalam konsesi dan masyarakat 
sekitarnya (Perhutanan Sosial, 
TORA, Perubahan dan 
Peruntukan Fungsi Kawasan 
Hutan) 
 

14 835/MENHUT-
II/2014 
 

PT BERKAT CIPTA 
ABADI (II) 
 

Dicabut (2022) 
 
 
 

Kondisi terkini: 
Sebagian besar areal HGU 
didominasi oleh hutan alam. 
Terdapat pemukiman warga 
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yang memiliki kebun karet 
seluas 1-2 hektar per Kepala 
Keluarga. Tidak ditemukan 
adanya kegiatan penanaman 
sawit yang dilakukan oleh PT 
Berkat Cipta Abadi (II). 
 
Rekomendasi: 
Melakukan upaya penataan 
Kawasan Hutan dengan 
memberikan akses kepada 
masyarakat yang bermukim di 
dalam konsesi dan masyarakat 
sekitarnya (Perhutanan Sosial, 
TORA, Perubahan dan 
Peruntukan Fungsi Kawasan 
Hutan) 
 
 
Melakukan upaya restorasi 
atau pemulihan ekosistem pad 
atutupan hutan alam yang 
masih tersisa 
 

15 844/MENHUT-
II/2014 
 

PT TUNAS SAWA 
ERMA POP E  
 

Dicabut (2022) 
 
 

Kondisi terkini: 
Areal ini masih didominasi 
hutan alam. Terdapat juga 
kebun campuran yang terdiri 
dari tanaman karet, rambutan, 
pisang, durian dan komoditi 
pangan lainnya.  
 
Rekomendasi: 
Melakukan upaya penataan 
Kawasan Hutan dengan 
memberikan akses kepada 
masyarakat yang bermukim di 
dalam konsesi dan masyarakat 
sekitarnya (Perhutanan Sosial, 
TORA, Perubahan dan 
Peruntukan Fungsi Kawasan 
Hutan) 
 
 
Melakukan upaya restorasi 
atau pemulihan ekosistem pad 
atutupan hutan alam yang 
masih tersisa 
 

16 844/MENHUT-
II/2014 
 

PT WAHANA AGRI 
KARYA 

Dicabut (2022) 
 
 

Kondisi terkini: 
Tidak ada penanaman sawit 
yang dilakukan oleh 
perusahaan. Sebagian 
kawasan merupakan kebun 
karet masyarakat dengan 
luasan rata-rata 1-2 hektar  
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Rekomendasi: 
Melakukan upaya penataan 
Kawasan Hutan dengan 
memberikan akses kepada 
masyarakat yang bermukim di 
dalam konsesi dan masyarakat 
sekitarnya (Perhutanan Sosial, 
TORA, Perubahan dan 
Peruntukan Fungsi Kawasan 
Hutan) 
 
 
Melakukan upaya restorasi 
atau pemulihan ekosistem pad 
atutupan hutan alam yang 
masih tersisa 
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PENDAHULUAN    

Presiden Joko Widodo pada 06 Januari 2022 dalam pernyataan pers mengatakan Pemerintah 

mencabut izin-izin sektor kehutanan, perkebunan dan pertambangan karena mereka tidak dijalankan, 

tidak produktif, dialihkan ke pihak lain, atau tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturannya. 

Pemerintah mencabut 2.078 izin perusahaan pertambangan mineral dan batu bara (minerba) karena 

mereka tidak pernah menyampaikan rencana kerja. Selain itu, Pemerintah mencabut 192 izin sektor 

kehutanan seluas 3.126.439 hektare. Pencabutan izin dilakukan disebabkan operasional perusahaan 

sudah tidak aktif, tidak membuat rencana kerja, dan ditelantarkan. Sementara pencabutan Hak Guna 

Usaha (HGU) perkebunan yang ditelantarkan seluas 34.448 hektare juga dilakukan. Dari luasan 

tersebut, sebanyak 25.128 hektare adalah milik 12 badan hukum dan sisanya seluas 9.320 hektare 

merupakan bagian dari HGU yang telantar milik 24 badan hukum. 

Pernyataan Presiden terkait pencabutan izin ini sebelumnya telah dirincikan melalui Surat Keputusan 

(SK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 5 Januari 2022 dengan nomor 

SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022. 

 

Lebih lanjut Presiden menyampaikan bahwa pembenahan dan penertiban izin di awal tahun ini 

merupakan bagian integral dari perbaikan tata kelola pemberian izin pertambangan dan kehutanan, 

serta perizinan yang lainnya. Pemerintah terus melakukan pembenahan dengan memberikan 

kemudahan-kemudahan izin usaha yang transparan dan akuntabel, tetapi, izin-izin yang 

disalahgunakan pasti akan dicabut. 

Pemerintah mengelaborasi bahwa tujuan pencabutan ini sebagai upaya untuk terus memperbaiki tata 

kelola sumber daya alam agar tercipta pemerataan, transparansi dan keadilan, serta untuk 

mengoreksi ketimpangan, ketidakadilan, dan kerusakan alam.  Dengan adanya kebijakan ini maka 

pemerintah akan memberikan kesempatan pemerataan pemanfaatan aset bagi kelompok-kelompok 

masyarakat dan organisasi sosial keagamaan yang produktif, kelompok petani, pesantren, yang bisa 

bermitra dengan perusahaan yang kredibel dan berpengalaman. 

Hal ini sejalan dengan Keputusan Presiden (Kepres) No 1 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Penataan 

Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi, dimana izin-izin yang dicabut pengelolaannya dapat 

diberikan kepada masyarakat. Adapun tugas Satgas di antaranya memberikan fasilitasi dan 

kemudahan perizinan berusaha bagi badan usaha milik desa/daerah, organisasi/kelompok 

masyarakat, usaha kecil menengah di daerah, serta koperasi untuk mendapatkan peruntukan lahan. 
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METODOLOGI DAN TUJUAN PEMANTAUAN  

Pasca diterbitkannya Surat Keputusan (SK) pencabutan izin konsesi dalam kawasan hutan oleh 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tim EoF di Riau dan bersama Yayasan POINT 

(Kalimantan Barat) dan Perkumpulan Bantuan Hukum Walabi (Papua) yang merupakan mitra jaringan 

anggota EoF di Kalimantan dan Papua, melakukan investigasi di beberapa konsesi yang izinnya dicabut. 

Tujuan dari pemantauan ini adalah untuk mengetahui kondisi tutupan lahan dan isu sosial di sekitar 

izin konsesi yang dicabut di Provinsi Riau, Kalimantan Barat dan Papua. 

Pemantauan dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara dengan tokoh dan masyarakat di 

sekitar Kawasan Kehutanan yang izinnya dicabut. Dalam melakukan observasi di lapangan, tim dibekali 

dengan peta yang menggambarkan tutupan lahan yang diindikasikan berupa tutupan hutan alam, 

akasia, kebun sawit, tanaman karet, dan tanaman lainnya berdasarkan analisis citra terkini.  

 

Data yang dikumpulkan oleh tim di lapangan dalam pemantauan ini antara lain:  

a. Informasi wilayah administrasinya (desa, kecamatan, kabupaten) dari izin konsesi yang 

dicabut 

b. Jenis tutupan lahan (akasia, hutan alam, sawit, karet, tanaman lain dan lainya) 

c. Titik koordinat pada masing-masing tutupan lahan 

d. Identifikasi pengguna lahan terutama pada tutupan lahan sawit yang dimiliki cukong atau 

pemodal diatas 25 hektar 

e. Identifikasi kebun sawit yang dikembangkan di luar izin yang diberikan (HGU, izin lokasi, IUP) 

f. Umur tutupan lahan terutama pada jenis tutupan lahan akasia, sawit dan karet 

g. Bukti kepemilikan, pengelolaan, dan pemanfaatan (berupa papan informasi, patok batas, 

tanda plakat atau identitas perusahaan) pada ijin konsesi yang dicabut   

h. Dokumentasi (foto) dari setiap pengambilan data dari data a-g. 

i. Wawancara dengan tokoh dan masyarakat di desa sekitar izin konsesi kawasan hutan yang 

dicabut, terutama apakah terdapat konflik antara perusahaan dan masyarakat. 

 

1. Pencabutan izin konsesi kawasan Hutan di Provinsi Riau dan penentuan target pemantauan 

 

Mengacu pada SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 Tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan 

Hutan, di Provinsi Riau terdapat sekitar 10 perusahaan dengan luasan sekitar 188.622 hektar izin yang 

telah dicabut pada periode September 2015 S/D Juni 2021, terdapat 7 perusahaan seluas 64.123 

hektar merupakan izin yang dicabut terhitung 06 Januari 2022 dan 11 perusahaan atau sekitar 94.108 

hektar perusahaan yang dievaluasi.  

 

Pada periode pemantauan Januari-Maret 2022, EoF hanya melakukan pemantauan di 1 perusahaan 

dicabut pada periode September 2015 S/D Juni 2021, 4 perusahaan izin yang dicabut terhitung 06 

Januari 2022 dan 6 perusahaan yang dievaluasi (Tabel 1) 
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Tabel 1. Daftar Izin Konsesi Kawasan Hutan Dicabut Selama Periode September 2015 S/D Juni 2021, 

Perizinan/Perusahaan Konsesi Kehutanan Yang Dilakukan Pencabutan Terhitung Mulai Tanggal 6 

Januari 2022 dan Perizinan/Perusahaan Konsesi Kehutanan Untuk Dilakukan Evaluasi yang menjadi 

target pemantauan di Riau 

No Nomor SK Nama Perusahaan/ Pemegang Izin Izin 
Luas Area 

(Ha) 

IZIN KONSESI AWASAN HUTAN DICABUT SELAMA PERIODE SEPTEMBER 2015 s/d Juni 2021 

1 SK.70/Menhut-II/2007 PT. BUKIT RAYA PELALAWAN IUPHHKHT 4.010 
     

PERIZINAN/PERUSAHAAN KONSESI KEHUTANAN YANG DILAKUKAN PENCABUTAN MULAI 2022 

2 69/Menhut-II/2007 PT MERBAU PELALAWAN LESTARI IUPHHKHT 12.660 

3 SK.378/Menhut-II/2008 PT SARI HIJAU MUTIARA IUPHHKHT 20.000 

4 603/KPTS-II/1991 PT DARMALI JAYA LESTARI HGU 5.502 

5 697/KPTS-II/1993 PT DARMA WUNGU GUNA HGU 5.340 
     

PERIZINAN/PERUSAHAAN KONSESI KEHUTANAN UNTUK DILAKUKAN EVALUASI MULAI 2022 

6 535/KPTS-II/1988 PT DUTA PALMA NUSANTARA I HGU 10.960 

7 806/KPTS-II/1993 PT GANDAERAH HENDANA HGU 14.000 

8 135/KPTS-II/1998 PT. JATIMJAYA PERKASA HGU 20.300 

9 88/KPTS-II/1998 PT. SIAK SERAYA HGU 10.120 

10 659/KPTS-II/1997 PT. TRISETIA USAHAMANDIRI HGU 24.756 

11 441/KPTS-II/1998 PT. UDAYA LOHJINAWI HGU 10.881 

 

2. Pencabutan izin konsesi kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Barat dan Penentuan target 

pemantauan 

 

Mengacu pada SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 Tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan 

Hutan, di Provinsi Kalimantan Barat terdapat sekitar 2 perusahaan dengan luasan sekitar 39.180 

hektar izin yang telah dicabut pada periode September 2015 S/D Juni 2021, terdapat 11 perusahaan 

seluas 199.392,5 hektar merupakan izin yang dicabut terhitung 06 Januari 2022 dan 6 perusahaan atau 

sekitar 111.905 hektar perusahaan yang dievaluasi.  

 

Pada periode pemantauan Juli-Agustus 2022, Yayasan POINT hanya melakukan pemantauan di 1 

perusahaan izin yang dicabut terhitung 06 Januari 2022 (Tabel 2). 

 

Tabel 2. Daftar Perizinan/Perusahaan Konsesi Kehutanan yang Dilakukan Pencabutan Terhitung Mulai 

Tanggal 6 Januari 2022 yang menjadi target pemantauan di Kalimantan Barat  

No Nomor SK Nama Perusahaan/ Pemegang Izin Izin 
Luas Area 

(Ha) 

PERIZINAN/PERUSAHAAN KONSESI KEHUTANAN YANG DILAKUKAN PENCABUTAN MULAI 2022 

1 
273/Kpts-II/1998 tanggal 
27 

PT RIMBA EQUATOR PERMAI IUPHHKHT 17.068 
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3. Pencabutan izin konsesi kawasan Hutan di Provinsi Papua dan Penentuan target pemantauan 

 

Mengacu pada SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan 

Hutan, di Provinsi Papua terdapat sekitar 1 perusahaan dengan luasan sekitar 14.494 hektar izin yang 

telah dicabut pada periode September 2015 S/D Juni 2021, terdapat 43 perusahaan seluas 835.339 

hektar merupakan izin yang dicabut terhitung 06 Januari 2022 dan 3 perusahaan atau sekitar 86.044 

hektar perusahaan yang dievaluasi.  

 

PPada periode pemantauan Juli-Agustus 2022, Perkumpulan Bantuan Hukum Walabi melakukan 

pemantauan hanya di 4 perusahaan izin yang dicabut terhitung 06 Januari 2022 (Tabel 3).  

 

Tabel 3. Daftar Perizinan/Perusahaan Konsesi Kehutanan yang Dilakukan Pencabutan Terhitung Mulai 

Tanggal 6 Januari 2022 yang menjadi target pemantauan di Papua  

No Nomor SK Nama Perusahaan/ Pemegang Izin Izin 
Luas Area 

(Ha) 

PERIZINAN/PERUSAHAAN KONSESI KEHUTANAN YANG DILAKUKAN PENCABUTAN 2022 

1 2/1/PKH/PMA/2017 PT. AGRIPRIMA CIPTA PERSADA HGU 6.090 

2 835/MENHUT-II/2014 PT. BERKAT CIPTA ABADI (II) HGU 14.435 

3 844/MENHUT-II/2014 PT. TUNAS SAWAERMA HPH 19.002 

4 855/MENHUT-II/2014 PT. WAHANA AGRI KARYA HGU 14.728 
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TEMUAN INVESTIGASI   

A.   RIAU   

 

1. PT Bukit Raya Pelalawan  

 

Tentang PT Bukit Raya Pelalawan  

 

PT Bukit Raya Pelalawan (PT BRP) merupakan supplier bahan baku kayu akasia dari grup APRIL. PT 

Bukit Raya Pelalawan pada awalnya memiliki perizinan berupa Hutan Tanaman Industri (HTI) yang 

diterbitkan oleh Bupati Pelalawan berdasarkan SK 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/003, tanggal 16 

Desember 2002. Pada saat itu, Perizinan PT BRP ini termasuk salah satu dari 23 perizinan HTI yang 

diterbitkan oleh Bupati Pelalawan T Azmun Jakfar, dan sempat menuai kontroversi.  

 

Perizinan yang dikeluarkan oleh Bupati Pelalawan ini diduga kuat bertentangan dengan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan 

Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan, Tanggal 8 Juni 2002, karena Gubernur 

dan Bupati/Walikota tidak memilki kewenangan untuk mengeluarkan izin IUPHHK-HT/HTI. Hal ini 

ditegaskan dalam PP 34/2002 Pasal 42 bahwa άIzin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan 

alam atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman diberikan oleh Menteri 

berdasarkan rekomendasi Bupati atau Walikota dan GubernurέΦ Hingga kemudian pada tahun 2007, 

perizinan PT Bukit Raya Pelalawan diperbaharui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK) 

Nomor 70/Menhut-II/2007.  

 

PT Bukit Raya Pelalawan berlokasi di Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Kerumutan dan termasuk di 

wilayah administrasi Desa Lubuk Besar, Pangkalan Panduk. Terdapat sekitar 5 desa di sekitar konsesi 

PT Bukit Raya Pelalawan, namun belum diketahui apakah masyarakat desa setempat menggunakan 

areal konsesi PT Bukit Raya Pelalawan sebagai areal pengembangan pertanian.  

 

Temuan terdahulu  

 

Sebelumnya, pada tahun 2015, Eyes on the Forest menemukan Pembakaran hutan dan lahan di areal   

PT Bukit Raya Pelalawan mencapai lebih dari 100 hektar. Pada saat itu EoF juga menemukan garis 

polisi pada areal yang sama, yang menunjukan bahwa proses hukum terhadap pembakaran tersebut 

tengah dilakukan. 1 
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Peta 1. Foto 1-2. Salah satu parit yang dibuat oleh S dan tanaman sawit milik S yang berusia 2-3 tahun dalam konsesi PT Bukit 

Raya Pelalawan, Foto 3. Menunjukkan tanaman sawit yang baru ditanam milik M, Foto 4-5. Kondisi jalan di kebun milik A dan 

tanaman sawit milik A berusia 7 tahun, Foto 6. Batas kebun milik U ©EoF 2022. 

 

Temuan EoF terbaru 

 

Periode Maret 2022, EoF melakukan pemantauan terhadap tutupan lahan di konsesi PT Bukit Raya 

Pelalawan. Tidak ditemukan kegiatan IUPHHKHT atau pengembangan akasia di areal konsesi PT Bukit 

Raya Pelalawan. Namun, di areal konsesi PT Bukit Raya Pelalawan, EoF berhasil mengidentifikasi 25 

titik lokasi (peta 1). EoF mengindikasikan sawit yang ditemukan di konsesi ini merupakan milik 6 orang 

pemodal, dengan total penguasaan areal seluas 662 hektar. Diketahui berdasarkan izin yang berlaku, 

areal PT Bukit Raya Pelalawan memiliki luas sekitar 4.010 hektar, artinya tim EoF baru berhasil 

melakukan identifikasi sebanyak 16,5% dari total areal.  

 

Temuan ini juga didukung dengan hasil Citra Sentinel-2 periode tahun 2021 yang menunjukan bahwa 

sebagian areal konsesi PT Bukit Raya Pelalawan telah ditanami sawit. Pada Citra Sentinel juga tampak 

visual berwarna hijau pekat, namun belum diketahui apakah menunjukan tutupan hutan alam atau 

tanaman akasia yang berumur lebih dari 6 tahun.  

 

Berdasarkan pemantauan di lapangan, tanaman sawit di konsesi PT Bukit Raya Pelalawan ini telah 

mencapai usia 12 tahun dan masih terdapat area yang sedang dilakukan penanaman.  
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Foto 1. Bibit sawit siap tanam di konsesi  PT Bukit Raya Pelalawan oleh U yang berada di titik koordinat S0°6'20.48" 

E102°24'46.13". Foto diambil pada tanggal 24 Maret 2022  ©Eyes On The Forest 2022.  
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Foto 2. Tanaman kelapa sawit milik A yang diperkirakan berusia 7 tahun. Foto diambil pada titik koordinat S0°6'45.23" 
E102°24'6.52" tanggal 24 Maret 2022 ©Eyes on the Forest 2022.  
 

2. PT Merbau Pelalawan Lestari 

Tentang PT Merbau Pelalawan Lestari  

 

Selang sehari diterbitkannya izin usaha PT Bukit Raya Pelalawan, eks Bupati Pelalawan Azmun Jakfar 

kemudian menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) 

kepada 15 perusahaan di Kabupaten Pelalawan. Salah satu perusahaan tersebut adalah PT Merbau 

Pelalawan Lestari, yang izinnya diterbitkan berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 

522.21/1UPHHKHT/X11/2002/004 pada tanggal 17 Desember 2002 seluas 5.590 hektar.  

 

tŜǊƛȊƛƴŀƴ L¦tIIYπI¢ ȅŀƴƎ ŘƛǘŜǊōƛǘƪŀƴ ōǳǇŀǘƛ ƛƴƛ Řƛƴƛƭŀƛ ōŜǊǘŜƴtangan dengan Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, 

Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan karena Bupati tidak memiliki tidak memilki 

ƪŜǿŜƴŀƴƎŀƴ ǳƴǘǳƪ ƳŜƴƎŜƭǳŀǊƪŀƴ ƛȊƛƴ L¦tIIYπI¢κHTI.  

 

Selain itu, terbitnya izin ini juga menimbulkan kontra karena sejumlah izin HTI yang diterbitkan oleh 

Bupati Pelalawan tersebut berada pada hutan alam bukan pada areal sebagaimana yang diajurkan 

oleh Menteri Kehutanan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000 Tentang 

Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman tanggal 6 November 

20002. Dampaknya, terjadi pengrusakan hutan alam yang merugikan negara sebesar 1,2 Triliun 

rupiah.3  
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Sehingga berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat Nomor 06/Pid. B/TPK/2008/PN.Jkt.Pst, tanggal 16 September 2008, Bupati Pelalawan Tengku 

Azmun Jaafar divonis 11 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda sebesar 500 juta rupiah. 

Bupati Pelalawan tersebut terbukti bersalah karena melakukan tindak korupsi dalam menerbitkan Izin 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) pada perusahaan yang tidak 

memenuhi syarat.4 

 

Secara administratif, PT Merbau Pelalawan Lestari berada di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan 

Provinsi Riau. PT Merbau Pelalawan Lestari diindikasikan merupakan salah satu supplier dari PT Riau 

Andalan Pulp and Paper, Pelalawan-Riau bagian Asia Pacific Resources International Limited (APRIL) di 

Riau.  

 

Temuan terdahulu  

 

Nama PT Merbau Pelalawan Lestari sudah tidak asing terdengar dalam kasus illegal logging dan 

korupsi kehutanan di Riau. Pemasok kayu APRlL grup ini telah melakukan penebangan hutan seluas 

7.466 hektar di luar lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), 

berdasarkan rencana kerja tahunannya pada tahun 2004, 2005, dan 2006. Selain itu pada areal 

IUPHHK-HT nya, PT Merbau Pelalawan Lestari juga telah ditemukan perbuatan melanggar hukum 

yakni berupa penebangan pohon dengan diameter lebih dari 10 cm dan lebih dari 5 m3 per hektar, 

penebangan pohon yang dilindungi, melakukan kegiatan penebangan pada awal kegiatan usaha 

pemanfaatan hasil hutan kayu, dan pembuatan kanal. 5 

 

Kerugian yang diperhitungkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang harus dibayar 

Merbau Pelalawan Lestari adalah Rp 12 triliun dan Rp 4 triliun dari dua plot yang dideforestasi. 

Perusahaan ini diadili pertama kali pada tahun 2008 oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru ketika mereka 

menang. Di Pengadilan Tinggi Pekanbaru tahun 2014, perusahaan juga memenangkan gugatan 

tersebut. Namun dalam upaya hukum kasasi, Putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/Pdt/2016 

menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan memvonis PT Merbau Pelalawan 

Lestari untuk membayar denda kepada Negara senilai Rp 16,2 triliun.6  

 

Temuan EoF terbaru 

 

Periode Maret 2022, Tim EoF melakukan pemantauan di areal konsesi PT Merbau Pelalawan Lestari. 

Sebagian besar areal ini telah ditutupi oleh semak belukar dan tidak ditemukan aktifitas yang berkaitan 

dengan pengembangan akasia. Namun, tim EoF hanya berhasil mengidentifikasi di 17 titik lokasi di 

areal konsesi ini (peta 2). Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, tidak ditemukan kegiatan 

apapun di sekitar areal lokasi PT Merbau Pelalawan Lestari. Tim hanya menemukan pos pengamanan 

PT Merbau Pelalawan Lestari yang mulai roboh dan 1 unit menara pantau yang tidak terurus (titik 2 

pada peta 2).  

 

Berdasarkan hasil Citra Sentinel-2 2021 dan hasil yang diperoleh di areal pemantauan, menunjukkan 

sebagian areal konsesi PT Merbau Pelalawan Lestari telah ditanami akasia yang berumur lebih dari 5 

tahun (titik 3-4 pada peta 2). Pada saat yang sama, tim juga melakukan wawancara dengan seorang 

masyarakat di Desa Sungai Garam berinisial AR (53 tahun). Ia menyebutkan bahwa PT Merbau 

Pelalawan Lestari sudah 4 tahun tidak beroperasi. Lebih jauh, AR juga menjelaskan bahwa sudah ada 

warga Desa Sungai Garam yang melakukan pengukuran dan pemasangan patok di areal konsesi PT 
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Merbau Pelalawan Lestari.  Namun saat berada di lokasi, tim tidak melihat adanya kegiatan 

pembukaan lahan oleh masyarakat di areal tersebut. 

 

 
Peta 2. Foto 1. Titik terakhir menuju hutan namun tidak ada akses, Foto 2. Papan informasi yang bertuliskan PT Merbau 

Pelalawan Lestari yang sudah rusak, Foto 3-4. Tumbuhan akasia pada areal Ex PT Merbau Pelalawan Lestari, Foto 5. Tugu 

batas izin Ex PT Merbau Pelalawan Lestari ©EoF 2022. 
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Foto 3: Papan informasi PT Merbau Pelalawan Lestari serta pos pengamanan yang terlihat rusak. Foto diambil pada titik 
koordinat S0°9'4.46" E 102°16'5.76" tanggal 23 Maret 2022 ©Eyes on the Forest 2022.  
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Foto 4. Tanaman akasia di sekitar konsesi PT Merbau Pelalawan Lestari yang diindikasikan berumur 5 tahun. Gambar diambil 

pada koordinat S0°8'10.58" E102°17'34.31" tanggal 23 Maret 2022 ©Eyes on the Forest 2022. 

 

3. PT Sari Hijau Mutiara  

 

Tentang PT Sari Hijau Mutiara  

 

PT Sari Hijau Mutiara (SHM) merupakan perusahaan yang bergerak di industri kayu pertukangan dan 

plywood. PT Sari Hijau Mutiara mengantongi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan 

Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) seluas 20.000 hektar pada tanggal 28 Oktober 2008 berdasarkan Surat 

Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 378/MENHUT-II/2008.7 Sebelum mendapat izin HTI, 

perusahaan ini mendapatkan rekomendasi pembangunan HTI dari Gubernur Riau pada tahun 2000 

dan izin prinsip Menhut pada 1998.8 Secara administratif, PT Sari Hijau Mutiara terletak di Desa 

Kemuning, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.  

 

Penerbitan IUPHHK-HTI PT Sari Hijau Mutiara tersebut nyatanya mengundang protes dari masyarakat 

di beberapa desa di Kecamatan Kemuning dan Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. 

Pasalnya, areal lahan seluas ±20.000 hektar yang diberikan kepada perusahaan tersebut terletak di 

atas lahan perkebunan milik masyarakat, pemukiman masyarakat dan fasilitas publik. Masyarakat 

mengelola lahan tersebut sebagai sumber mata pencaharian mereka, dengan menanam Kelapa Sawit, 

Duku, Durian, dan Karet. Selebihnya dipergunakan untuk pemukiman dan fasilitas publik9. Proses 

penyelesaian konflik antara masyarakat dan perusahaan ini memakan waktu yang cukup lama, hingga 

pada tahun 2018, DPRD Indragiri Hilir kemudian melaporkan konflik ini kepada Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan meminta Menteri untuk mencabut izin PT Sari Hijau Mutiara.  
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Temuan terdahulu  

 

Sepanjang Januari-November 2015, Rakyat Riau menghirup polusi kabut asap dari pembakar hutan 

dan lahan gambut. Kebakaran hutan dan kabut asap ini berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi 

Indonesia. Bank Dunia mencatat sepanjang Juni-Oktober 2015, total kerugian negara akibat karhutla 

di Riau seluas 139.000 hektar mencapai 19 triliun.10 

 

Berdasarkan temuan Jikalahari dan EoF pada tahun 2015, PT Sari Hijau Mutiara merupakan salah satu 

perusahaan HTI yang terlibat dalam kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau. Dari hasil analisis 

Jikalahari, satelit Terra-Aqua Modis merekam 8.399 Hotspot di Provinsi Riau sepanjang tahun 2015, 

yang mana 3.355 berada pada kawasan konsesi IUPHHK dan 458 berada pada HGU. Dalam kasus ini, 

PT Sari Hijau Mutiara yang terafiliasi dengan grup APRIL turut menyumbang titik api sebanyak 66 titik. 
11 

 

Catatan ini kembali terulang pada tahun 2019. Hasil analisis hotspot Jikalahari melalui satelit Terra-

Aqua Modis Januari ς Oktober 2019 menunjukkan hotspot -dengan confidence lebih dari 70 persen- 

terdapat 4.065 titik dan 1.504 titik hotspot berada di korporasi HTI dan sawit, salah satunya PT Sari 

Hijau Mutiara sebanyak 108 titik. 12 Kabut asap akibat karhutla ini juga menyebar hingga ke negara 

tetangga, Singapura dan Malaysia. 13 

 

Temuan EoF terbaru  

 

Eyes on the Forest melakukan pemantauan Februari-Maret 2022 dan tidak menemukan aktifitas yang 

berhubungan dengan pengembangan akasia di dalam konsesi PT Sari Hijau Mutiara. Eyes on the Forest 

berhasil melakukan pemantauan di 177 titik di areal konsesi PT Sari Hijau Mutiara. Dari hasil pantauan, 

terlihat beberapa titik telah ditanami oleh kelapa sawit (titik 1-6 pada peta 3) dan beberapa sudah 

berubah menjadi pemukiman masyarakat. Berdasarkan hasil analisis citra sentinel-2 2021, lahan yang 

teridentifikasi oleh tim EoF di areal konsesi terdiri dari tanaman sawit seluas 2.795 hektar dan 57,6 

hektar merupakan tanaman selain sawit.   

 

Berdasarkan pemantauan dan wawancara dengan beberapa pekerja di lapangan, tim mengindikasikan 

lahan sawit ini dimiliki oleh 17 orang pemodal, yang mana 6 diantaranya memiliki lahan di atas 100 

hektar. Tanaman sawit yang berada di areal konsesi ini diperkirakan berusia 1-12 tahun.  
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Peta 3. Foto 1. Tanaman sawit milik A yang berusia 5-6 tahun dalam HGU PT Sari Hijau Mutiara, Foto 2. Tanaman sawit milik 

A yang berusia 6-7 tahun, Foto 3. Akses masuk ke areal PT Salensen 2 menggunakan portal besi, Foto 4. Tanaman sawit milik 

S berusia 1 tahun, Foto 5. Tanaman sawit milik C yang berusia 4-5 tahun, Foto 6. Sawit milik PS yang berusia 10-12 tahun 

©EoF 2022 
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Foto 5. Sawit berusia 10-12 tahun yang berada di areal konsesi PT Sari Hijau Mutiara. Sawit ini diindikasikan milik seorang 
pemodal berinisial SI seluas 51 hektar. Foto diambil pada titik koordinat S0°48'12.57" E102°57'19.99" tanggal 2 Februari 2022 
©Eyes on The Forest 2022. 
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Foto 6. Sawit yang masih berusia 1 tahun yang ditanam di kebun milik SR dengan luas 16 hektar. Foto diambil pada titik 

koordinat S0°53'38.39" E102°53'39.02" tanggal 9 Februari 2022 ©Eyes on The Forest 2022 

 

4. PT Darmali Jaya Lestari  

 

Tentang PT Darmali Jaya Lestari  

 

PT Darmali Jaya Lestari merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. 

Berdasarkan Data Spasial Kehutanan, PT Darmali Jaya Lestari pertama kali mengantongi izin pelepasan 

Kawasan hutan seluas 5.551,50 hektar pada tanggal 2 September 1991 berdasarkan SK Nomor 

603/KPTS-II/1991. Kemudian Data BPN tahun 2016 menyebutkan PT Darmali Jaya Lestari baru 

memperoleh HGU pada tahun 2001 seluas 2.090,7 hektar berdasarkan SK Nomor 30/HGU/BPN/2001 

tanggal 11 Desember 2001.  

 

Berdasarkan wilayah administrasi, izin HGU PT Darmali Jaya Lestari masuk ke wilayah Desa Petani, 

Desa Air Kulim dan Desa Balai Makam, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Pada tahun 

2020, warga sempat terjadi sengketa antara warga Desa Kulim dengan pihak perusahaan. Sejumlah 

pemuka agama di Desa Air Kulim dilaporkan ke polisi oleh pihak perusahaan karena dituding 

menyerobot lahan. Pihak pemuka agama kemudian menegaskan bahwa tanah yang mereka milik 

merupakan hasil pembelian yang sah dari suku Sakai (suku tertua di Riau). Kasus ini kemudian masuk 

ke tahap penyidikan di tahun 2020. Wakil Bupati Bengkalis juga turut melakukan mediasi dengan 

kedua belah pihak untuk penyelesaian masalah ini. 14 
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Temuan Terdahulu  

 

Pada tahun 2006, Eyes on the Forest pernah mengungkapkan bahwa PT Darmali Jaya Lestari 

merupakan salah satu dari 12 perusahaan sawit yang berada di dalam habitat gajah di blok Hutan Libo. 

Luas kebun sawit PT Darmali Jaya Lestari yang overlapping dengan Hutan Lindung diperkirakan 5.400 

hektar. Blok Hutan Libo meliputi hutan basah dataran rendah Sumatera dan hutan gambut, yang 

keduanya merupakan terancam di Sumatera. 15 

 

Laporan Auriga pada tahun 2021 juga menyebutkan hal yang sama. Seluas 130.629 hektar konsesi 

sawit menjadi penyebab musnahnya habitat gajah di Sumatera, dimana 1.198 hektar diantaranya 

merupakan milik PT Darmali Jaya Lestari. 16 

 

Temuan EoF terbaru  

 

Januari hingga Februari 2022, tim EoF telah melakukan pemantauan di 41 titik dalam HGU PT Darmali 

Jaya Lestari (peta 4). Dari pantauan lapangan, diindikasikan perusahaan PT Darmali Jaya Lestari masih 

aktif melakukan kegiatan di lapangan. Berdasarkan analisis citra sentinel-2 2021 dan hasil pemantauan 

di lapangan, luas HGU PT Darmali Jaya yang telah dikelola adalah 941 hektar.  

 

Sawit yang berada di dalam HGU PT Darmali Jaya Lestari nyatanya tidak hanya milik atau dikelola oleh 

PT Darmali Jaya Lestari. Tim juga menemukan terdapat kebun sawit milik Kelompok Tani Mengalo 

Makam Labora seluas 1.319 hektar (titik 1 pada peta 4) dan milik masyarakat seluas 55 hektar (titik 5 

dan 6 pada peta 4). Berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja di lapangan, Kelompok Tani 

Mengalo Makam Labora ini didampingi oleh APKASINDO dalam pengelolaaannya.  
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Peta 4. Foto 1. Perumahan pekerja dan Plang nama Kelompok Tani Mangalo Makam Labora yang merupakan binaan 

Apkasindo yang berada di dalam izin HGU PT Darmali Jaya Lestari, Foto 2. Plang nama perkebunan PT Darmali Jaya Lestari 

yang dipasang di jalan lintas akses keluar masuknya masyarakat Desa Air Kulim dan Desa Petani, Foto 3. Patok batas dan parit 

dari BPN sebagai pembatas antara kebun PT Darmali Jaya Lestari dan kebun masyarakat, Foto 4. Tanaman sawit yang 

tergenang air yang diperkirakan berumur 1 tahun ditanam di daerah gambut, Foto 5-6. Tanaman sawit milik masyarakat usia 

tanam 15 -27 tahun dan karet masyarakat berusia 4 tahun ©EoF 2022.  

 

Hasil analisis tumpang susun PT Darmali Jaya Lestari dengan Kawasan Hutan berdasarkan Keputusan 

Menteri Kehutanan Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016 dan temuan di lapangan 

mengindikasikan seluas 941 hektar sawit milik PT Darmali Jaya Lestari berada di Areal Penggunaan Lain 

(APL), begitu pula dengan sawit milik Kelompok Tani Mengalo Makam Labora seluas 1.319 hektar (peta 

5). Sedangkan lahan sawit milik masyarakat seluas 55 hektar berada di Hutan Produksi Terbatas (HPT) 

dan Hutan Produksi dapat dikonversi (HPK). Sawit yang berada di dalam areal HGU PT Darmali Jaya 

memiliki umur yang bervariasi, mulai dari 1 tahun hingga 27 tahun.  

 



 

27 | EoF (Oktober 2022) Pemantauan tutupan lahan pada izin konsesi kawasan hutan yang dicabut di Riau, 

Kalimantan Barat dan Papua 
 

 
Peta 5. Tumpang susun tutupan lahan di PT Darmali Jaya Lestari dan Kawasan Hutan berdasarkan SK Nomor 93 tahun 2016 

©EoF 2022. 
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Foto 7. Tanaman sawit milik PT Darmali Jaya Lestari yang diperkirakan berumur 27 tahun di dalam izin HGU mereka. Foto 

diambil pada titik koordinat. E101°5'47.67" N1°21'53.09" tanggal 3 Maret 2022 ©Eyes on the Forest 2022.  
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Foto 8. Tanaman sawit berusia 27 tahun dan tanaman karet milik masyarakat berusia 4 tahun yang berada pada  HGU PT 

Darmali Jaya Lestari Areal ini merupakan Kawasan Hutan Produksi dapat dikonversi (HPK). Foto diambil pada titik koordinat 

E101°7'2.31" N1°23'27.40" tanggal 4 Maret 2022 ©Eyes on the Forest 2022. 

 

5. PT Dharma Wungu Guna  

 

Tentang PT Dharma Wungu Guna  

 

PT Dharma Wungu Guna merupakan salah satu anak perusahaan dari grup Wilmar yang didirikan pada 

tahun 1998. PT Dharma Wungu guna bergerak dalam bidang produksi kelapa sawit yang setiap hari 

melakukan pengelolahan. Secara administrasi, PT Dharma Wungu Guna berlokasi di Desa Buluh Cina, 

Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.  

 

Dalam data BPN 2016, tercatat bahwa PT Dharma Wungu Guna memiliki izin HGU seluas 1.462 hektar. 

Kemudian merujuk pada Buku Data Spasial Kehutanan, PT Dharma Wungu Guna memiliki izin 

pelepasan kawasan hutan seluas 5.340 hektar berdasarkan SK nomor 697/KPTS-II/1993 yang 

diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 1993.  

 

Temuan terdahulu  

 

Pada Februari 2015, Penghulu (Kepala Desa) Salak yang berada di Kecamatan Bagan Sinembah, Rohil, 

melaporkan PT Dharma Wungu Guna kepada BAPEDAL Kabupaten Rokan Hilir atas dugaan 

pencemaran lingkungan oleh PKS PT Dharma Wungu Guna. BAPEDAL Kabupaten Rokan Hilir melalui 

Tim Verifikasi Kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Rokan Hilir 

melakukan verifikasi terhadap pengaduan tersebut. Meski tidak terbukti melakukan pelanggaran 


